BUPATI KOLAKA UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
NOMOR 3% TAHUN 2021
TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN

FUNGSI

SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KOLARA UTARA

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTAR A,

bahwa untuk miclaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan
Dacrah Kabupsaten Kolaka Utarn Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukian dan Susunan Perangknt Daernh Kabupaten
Kolaka Utam, periu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinns
untuk melak manakan schagian kegintan teknis opernsional
dan/amnu  kegatan tekms penunjang tertentu perangkat
daerah induknya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolakn
Utara tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka
Utara,

Pasal 18 ayat 6 Undang - Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4280);

Undang - Undang Nomor 29 tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten
Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 teniang Prrimbangan
Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemenntah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Keschatan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negiira Republik Indonesia Nomor 5063);



10.

11,

12

- Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494); :

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi
Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka
Utara Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Kolaka Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka
Utara Tahun 2020 Nomor 7);

Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 37 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara (Berita Daerah
Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2016 Nomor 37) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 7
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kolaka
Utara Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan
Kabupaten Kolaka Utara (Berita Daerah Kabupaten Kolaka
Utara Tahun 2019 Nomor 37).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan:PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA TENTANG PEMBENTUKAN,
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN KOLAKA UTARA

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

(1) Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara;

(2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka
Utara;

(3) Bupati adalah Bupati Kolaka Utars;

(4) Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kolaka Utara;

(5) Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka
Utara;

(6) Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala
Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

(7) Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara;

(8) Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Kolaka Utarsa;

(9) Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat
UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan
teknis penunjang tertentu;

(10) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya
disingkat Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara;

(11) Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;

BAB 1l
PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah
(UPTD) Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu (Public Safety
Centre 119 Emergency Mobile Service) pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Kolaka Utara.



Bagian Kedua
Klasifikasi

Pasal 3

(1) Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 dildasifikasikan atas Kelas A,

(2) Penentuan Kklasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditetapkan berdasarkan hasil analisis beban kerja;

(3) Penentuan Kklasifikasi Unit Pelaksana Teknis Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan
berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri;

BAB 111
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 4

(1) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Pelayanan
Keselamatan Terpadu (Public Safety Centre 119 Em ergemncy
Mobile Service)] merupakan unsur pembantu pelaksanaan
kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang
pada Dinas Kesehatan;

(2) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Pelayanan
Keselamatan Terpadu (Public Safety Centre 119 Emergency
Mobile Service) dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada
dibawah dan Dbertanggungjawab kepada Kepala Dinas
Kesehatan;

Pasal 5

UPTD Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu (Public Safety Centre
119 Emergency Mobile Service) mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Dinas Kesehatan dibidang pelayanan gawat
darurat secara cepat, tepat dan cermat kepada masyarakat dalam
Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu meliputi
perencanaan, pengadaan/penyediaan, penerimaan terusan
(dispacth) panggilan kegawatdaruratan dari NCC atau masyarakat
langsung melalui telepon nomor local, pelayanan kegawat
daruratan dengan menggunakan algoritma kegawatdaruratan,
lJayanan Ambulance, layanan Kendaraan Jenazah, layanan
informasi tentang fasilitas pelayanan kesehatan dan ketersediaan
tempat tidur di Rumah Sakit.

Pasal 6
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,
UPTD Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu (Public Safety Centre
119 Emergency Mobile Service) menyelenggarakan fungsi sebagai
berikut:
(1) Pemberian pelayanan korban / pasien gawat darurat mejalui
proses pemilahan kondisi korban / pasien gawat darurat
(triase);



()

(2)

(1)

(2)

Pemberian Lavanan Jemput Antar Pasien (LJAP);
:Tmlwmm Lavanan Kendaraan Jenazah; '

emandu pertolong an pe , ‘ i
it d:m'nm; ¥ pertama penanganan korban / pasien
Pengevaluasinn korhan/pnsieng gawat darurat:
Peng koordhinnalan tlengan [asilitas pelayanan kesehatan:
Pemberian informanl meng enai (anilitas pelayanan kesehatan;
dan
Pelakeannan fungai lnin vang diberikan oleh Dinas terkait
dengan tugas dan fungsi UPTD

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 7

Susunan  Organisasi UPTD Pusat Pelayanan Keselamatan
Terpadu  (Public Safety Centre 119 Emergency Mobile
Service)kelas A, terdiri atas :

(1) Kepala UPTD

(2) Kasubag Tata Usaha

(3) Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Struktur Organisasi UPTD Pusat Pelayanan Keselamatan
Terpadu (Public Safety Centre 119 Emergency Mobile Service)
secbagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam
lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpissih dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Kepala UPTD Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu (Public
Safety Centre 119 Emergency Mobile Service) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) hurufl a, mempunyai tugas
merencanakan mengoordinasikan, mengawasi dan
mengendalikan pelaksanaan kegiatan teknis operasional
pelayanan di UPT PSC 119 E-MO berupa pelayanan
kegawatdaruratan medis agar kegiatan berjalan dengan lancar.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan program dengan mengacu kepada kebijakan
departemen  kesehatan, pemerintah daerah, dinas
kesehatan serta hasil evaluasi pelaksanaan program,

b. Pelaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan
simplikasi baik secara vertikal maupun horizontal;

c. Pengkoordinasian tugas fungsional maupun pelaksana
lainnya di UPT PSC 119 sesuai dengan tugas pokok dan
tanggung jawab yang ditetapkan berdasarkan pada
peraturan / pedoman / petunjuk yang berlaku agar tugas
yang diberikan dapat dilaksanakan secara efektif dan
efisien; o

d. Pelaksanaan penyusunan tata kerja yang .nle}lplltl
pendistribusian, penetapan target kerja dan but}bmg@
pelaksanaan tugas bawahan dalam rangka pencapaian visi
misi yang efektif dan efisien;



e. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan,
mengidentifikasi hambatan dan permasalahan yang ada
serta melaksanakan pemccahanpermas«lahan yang
berkaitan dengan pelayanan UPTD PSC 119 sesuai
dengan peraturan/pedoman/pctunjuk yang berlaku dalam
rangka perbailkan kinerja di masa mendatang.

f. Peclaksanaan kerja sama lintas sector dan lintas program
dengan instansi pemerintah maupun swasta;

g. Penyusunan laporan akuntabilitas kegiatan UPT PSC 119;

Pasal 9

(1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
dan pelayanan urusan administrasi ketatausahaan,
administrasi kepegawaian, administrasi keuangan,
perlengkapan dan rumah tangga serta pelaporan kegiatan
UPTD;

(2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala UPTD;

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

(a) Penyusunan program dan kegiatan UPTD;

(b) Pelaksanaan program dan kegiatan UPTD;

(c) Pemberian pelayanan teknis ketatausahaan di lingkungan
UPTD;

(d) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan
tugas staf dalam lingkup UPTD;

(e) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tugas staf dalam
lingkup UPTD;

() Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD

BAB IV
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

(1) Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil
dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai
kelompok sesuai bidang keahliannya.

(2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh scorang tenaga fungsional sebagai koordinator
yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya
bertanggung jawab kepada Kepala UPTD

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja

(4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



BABV
TATA KERJA
Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian
dan Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing
maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah
Kabupaten serta dengan instansi lain di luar Pemerintah
Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 12

Kepala UPTD wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya
masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil
langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 13

Kepala UPTD bertanggung jawab, memimpin dan
mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan
bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 14

Kepala Sub Bagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan
bertanggung jawab pada atasannya dan menyampaikan laporan
berkala tepat pada waktunya.

Pasal 15

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahannya,
wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk men yusun
laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada
bawahan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD dibantu oleh Kepala
Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian
bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI
KEPANGKATAN, ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 17

(1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan
struktural di lingkungan UPTD berpedoman pada peraturan
perundangan-undangan yang berlaku;

(2) Kepala UPTD dan Kepala Bagian Tata Usaha diangkat dan
diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas;

(3) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IV.a;

(4) Kepala Sub Bagian pada UPTD merupakan jabatan eselon IV.b;

(5) Formasi dan persyaratan jabatan pada UPTD ditetapkan dengan
Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh
Pemerintah



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan -
Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Lasusua
pada tanggal 22 OKtober 2021

BUPATIKOLAKA UTA]l RA,

A
Diundangkan di Lasusua

pada tanggal 26 O&tober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA,

TAUPIQ'S

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2021
NOMOR 31



thNAlPIRAN : PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
T OR  : 34 TAHUN 2021
ANGGAL : 26 oOktober 2021

TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS

8?}\3}15\‘\!—1 PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KOLAKA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)
PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN TERPADU
(PUBLIC SAFETY CENTRE 119 EMERGENCY MOBILE SERVICE)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KOLAKA UTARA

KEPALA UPTD

SUB BAGIAN TATA USAHA

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

BUPATIKOLAKA YT/ \RA,



BAB VIl
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka
Utara.

———————— Ditetapkan di Lasusua
pada tanggal 22 OKtpber 2021

BUPATIKOLAKA UT y

/ H. NUR RAHMAN UMAR

Diundangkan di Lasusua
pada tanggal 4( 6ktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA,

—

TAUPIQ S

BERlITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN
2021
NOMOR 31



LAMPIRAN :PERATURAN B

T UPATI KOLAKA UTARA

TANGGAL : 26 oktober 2021

TENTANG :PEMBENTUKAN, KE DUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
BAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KOLAKA
TARA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)
PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN TERPADU
(PUBLIC SAFETY CENTRE 119 EMERGENCY MOBILE SERVICE)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KOLAKA UTARA

KEPALA UPTD

SUB BAGIAN TATA USAHA

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

BUPATI KOLAKA U

H. lﬁ@HMANUMAR




